BAB Il1

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis,
maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana terhadap penjual minuman
keras oplosan yang mengakibatkan kematian, studi kasus di Kabupaten Kota
Yogyakarta adalah :
Dalam penjatuhan pidana, hakim tidak hanya menegakkan bunyi ketentuan-
ketentuan dalam Undang-Undang saja, melainkan juga berdasarkan
pertimbangan yuridis dan sosiologis dari Majelis Hakim, dengan cara
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam
masyarakat untuk diterapkan dalam putusannya.
Pertimbangan yuridis dan sosiologis yang meringankan terdakwa yang
dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah:
a) Pertimbangan Yuridis (Hukum)
1) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana
2) Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban
3) Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan
menimbulkan kerugian yang besar

4) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut
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5) Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan
menimbulkan kerugian yang besar

6) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut

7) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan
melakukan tindak pidana yang lain

8) Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi
terdakwa maupun keluarganya

9) Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat
beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa

Pertimbangan Sosiologis (Praktek Peradilan)

1) Apakah tindak pidana yang dilakukan direncanakan atau tidak
direncanakan sebelumnya

2) Latar belakang dilakukannya tindak pidana

3) Dampak tindak pidana terhadap korban

4) Tindak pidana tersebut merupakan pengulangan atau bukan

5) Tingkah laku terdakwa selama di dalam persidangan

6) Terdakwa belum pernah dihukum
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B. Saran
Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran
sebagai berikut:

1. Dalam menjatuhkan putusan, diharapkan Hakim Pengadilan Negeri
Yogyakarta mempertimbangkan banyaknya korban meninggal dunia sebagai
hal yang memberatkan bagi terdakwa tindak pidana dan diharapkan untuk
kedepan agar ada minimal pidana dalam mengadili kasus seperti ini.
Mengingat akhir-akhir ini kasus kematian akibat minuman keras oplosan
semakin banyak terjadi di Kota Yogyakarta.

2. Diharapkan hakim dalam mengadili kasus kematian akibat minuman keras
oplosan tidak hanya terpaku pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja,
melainkan juga dapat mengoptimalkan Peraturan-peraturan lain terkait
minuman keras oplosan, misalnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

3. Pemerintah kota Yogyakarta diharapkan dapat membuat Peraturan Daerah
yang tegas mengenai peredaran dan pemberantasan minuman keras oplosan di
Kota Yogyakarta, serta diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi
terhadap masyarakat terkait minuman keras oplosan.

4. Aparat penegak hukum diharapkan lebih sering melakukan razia minuman
keras oplosan di Kabupaten Kota Yogyakarta, mengingat mudahnya membeli

minuman keras oplosan di Kota Yogyakarta.
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